Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Hak-hak istimewa pada prasasti-prasasti masa Mg apahit
|dwan Dwinanto, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20156332& lokasi=lokal

Sistem kergjaan pada masyarakat Jawa masa Hindu-Buddha, terutama masa M g apahit menunjukkan adanya
golongan-golongan. Raja yang tentunya berada di golongan yang tertinggi mempunyal hak-hak istimewa
yang tidak dipunyal oleh golongan-golongan lain yang berada di bawahnya. Hak-hak istimewa itu bisa
berupa memakan makanan yang istimewa, mengenakan pakaian dan perhisan tertentu, melakukan perbuatan
tertentu di depan umum dan memiliki rumah dengan ciri-ciri tertentu. Dalam rangka meningkatkan loyalitas
para pemimpin di tingkat desa kepada pemerintah pusat maka raja membagikan hak-hak istimewa tersebut.
Pada dasarnya hak _hak istimewaitu merupakan simbol status bagi yang mendapatkannya. Seseorang atau
sekelompok orang harus terlebih dahulu berjasa atau telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi
kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga raja memberikan anugerahnya, atau dengan kata lain untuk
boleh memakan, memakal atau melakukan hal-hal istimewa itu tidak cukup hanya karena mampu atau kaya,
melainkan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari rgja. Semula simbol-simbol status itu hanya
diberikan kepada bangsawan rendah, yang masih tergolong satu wangsa dengan rgja. Lalu diperluas ke luar
lingkungan keluarga raja yang masih dekat dengan kepentingan batiniah rgja. Data-data dari masa Kadiri
dan Singhasari menyebutkan kalau simbol-simbol status itu telah dibagikan kepada kalangan pemerintahan
desa (dalem thani). Berdasarkan data-data tersebut, maka timbul pertanyaan apakah pada masa selanjutnya
yaitu masa Majapahit, seseorang atau sekelompok orang dari kalangan rakyat biasa bisa mendapatkan hak-
hak istimewa mengingat penyebaran hak-hak istimewa makin lama makin menyebar ke golongan bawah.
Dan tujuh prasasti Majapahit yang menyebutkan tentang pemberian hak istimewa, yaitu prasasti Adan-adan
(1301 M), Tuhanaru (1323 M), Palungan (1330 M), Cangu (1358 M), Waringin Pitu (1447 M), Pamintihan
(1473 M) dan Jiyu 111 (1486 M). Tidak ada yang menyebutkan mengenai pemberian hak-hak istimewa
kepada seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Pada prasasti Adan Adan,
Paduka Rgjarsi yang mendapatkan hak istimewa, ia adalah seorang pendeta. Pada prasasti Tuhanaru, yang
mendapatkan hak istimewa adalah Dyah Makaradhawaja, kata Dyah dalam nama Makaradhwaja
menunjukkan seseorang yang lahir dan keluarga bangsawan, jadi M akaradhawaja masih merupakan
keturunan bangsawan. Pada prasasti Palungan, Sang Rajamantri yang mendapatkan hak istimewaia
merupakan pejabat tinggi di kergjaan. Prasasti Cangu menyebutkan bahwa Panji Marggabhaya yang
bernama Ajaran Rata dan Panji Anraksgji yang bernama Ajaran Ragi mendapatkan hak istimewa karena
berjasa dalam menyeberangkan orang di seluruh perairan mandala Jawa, dengan gelar Panji tentu mereka
merupakan pejabat dalam keraton. Prasasti Wringin Pitu menyebutkan pemberian hak istimewa untuk
Rajasakusumapura yang merupakan bangunan suci peninggalan dari Sri Paduka Parameswara, ayahanda
dari Rgjasaduhiteswari. Pada prasasti Pamintihan, Aryya Surung yang mendapatkan hak istimewa, kata
aryya menunjukkan orang yang terhormat yang masih keturunan bangsawan, jadi aryya surung bukanlah
sekedar rakyat biasa. Prasasti Jiyu 11 menyebutkan pemberian hak istimewa untuk Brahmaraja Ganggadhara
karena berhasil melaksanakan upacara sraddha. Bilamelihat gelarnya yaitu Brahmarga, Ganggadhara
merupakan pejabat keagamaan yang penting dalam keragjaan.
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